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	Kesadaran untuk tertib berlalu lintas di masyarakat Indonesia secara umum masih belum begitu baik, meskipun proses penindakan pelanggaran lalu lintas telah mengadopsi tilang elektronik (ETLE). ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan administrasi. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi terkait ETLE dan efektifitas ETLE di Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer didapat dari wawancara sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ETLE belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan beserta peraturan turunannya dan efektifitas penggunaannya di Purwokerto kurang efektif karena keterbatasan jumlah kamera ANPR dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ETLE dan penindakannya. Konstruksi regulasi ETLE saat ini menginduk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyelenggaraan ETLE di Kawasan Purwokerto belum signifikan mengurangi pelanggaran yang terjadi di jalan. Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. Penggunaan ETLE di Purwokerto dapat dioptimalkan dengan cara memfasilitasi ketersediaan jumlah sarana prasarana terutama Kamera ANPR dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur ETLE dan penindakanya..



PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Perbuatan yang menyimpang norma adalah jenis tindak pidana yang terdiri dari kesalahan dan pelanggaran ringan. Tilang merupakan bukti bahwa seseorang melakukan pelanggaran pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Operasi Patuh 2022 digelar selama dua pekan mulai Senin, 13 Juni 2022 sampai dengan Minggu, 26 Juni 2022, sebanyak 68.000 (kendaraan) ditindak pada hari ke-9 pelaksanaan Operasi Patuh 2022. Data tersebut didapatkan dari 34 (Polda) jajaran di Indonesia dan menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan terdapat penindakan pelanggaran lalu lintas 68.204 (pelanggar), dengan rincian 5.248 (pelanggar) ditindak dengan ETLE dan 62.956 (pelanggar) hanya mendapat teguran. Pada hari yang sama tercatat 156 (kecelakaan) lalu lintas terjadi yang menewaskan 13 (orang) dalam kecelakaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan tilang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakpatuhan. Sasaran penegakan hukum dalam operasi ini yakni penggunaan knalpot bising, penggunaan rotator, aksi balap liar dan melawan arus serta jika ada pengguna pelat khusus akan dicek apakah haknya atau bukan.[footnoteRef:1] Selain itu, Korlantas Polri juga ingin menurunkan angka pelanggaran dan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas melalui operasi tersebut.[footnoteRef:2] [1:  Sari Hardiyanto Diva Lufiana Putri, ‘Operasi Patuh 2022 Dimulai Hari Ini, Berikut Sasaran Dan Besaran Dendanya’, Kompas.Com, 2022 <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/073100165/operasi-patuh-2022-dimulai-hari-ini-berikut-sasaran-dan-besaran-dendanya?page=allv> [accessed 17 January 2023].]  [2:  Rizal Setyo Nugroho Ahmad Naufal Dzulfaroh, ‘Polri Gelar Operasi Patuh 13-26 Juni 2022, Tidak Ada Tilang Manual’, Kompas.Com, 2022 <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/09/123000765/polri-gelar-operasi-patuh-13-26-juni-2022-tidak-ada-tilang-manual?page=all, 17> [accessed 17 January 2023].] 

Electronic traffic law enforcement merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas.[footnoteRef:3] ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses ticketing serta membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi.[footnoteRef:4] ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis Automatic Number Plate Recognition (ANPR).[footnoteRef:5] ETLE dikalangan masyarakat luas lebih dikenal dengan nama e-tilang atau tilang elektronik ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, SH. dan Menpan RB Komjen Pol (Pur) Drs. Syafruddin, M.Si di Bundaran HI. Penelitian mengenai penggunaan ETLE sebelumya telah dilakukan beberapa kali, berikut disampaikan beberapa penelitian tersebut untuk memperlihatkan aspek pembeda diantara masing-masing penelitian. Penelitian pertama disusun oleh Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)” yang mendapat hasil bahwa ETLE memiliki pelayanan yang lebih cepat, sangat praktis an lebih terbuka.[footnoteRef:6] Peneliti kedua disusun oleh Fairuz Salsabila dan Indah Prabawati pada tahun 2018 yang berjudul “Inovasi Program Elektronik Tilang (E-TILANG) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (POLRES) KEDIRI” yang mendapat hasil bahwa inovasi ETLE di Polres Kediri dapat diterima oleh masyarakat.[footnoteRef:7] Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini sama-sama bertemakan ETLE, namun penulisan lebih menekankan indikator-indikator penghambat pada penggunaan ETLE dan keefektifan ETLE di Purwokerto. Purwokerto adalah ibukota dari kabupaten Banyumas sehingga banyak orang berdatangan ke Purwokerto untuk bersekolah, bekerja dan berbelanja kebutuhan sehari hari entah berasal dari dalam kabupaten Banyumas ataupun dari luar kabupaten Banyumas dan mulai tanggal 23 Maret 2021, polisi secara serentak menerapkan tilang elektronik di sejumlah wilayah di Indonesia.[footnoteRef:8] Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektifitas Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement Di Purwokerto”. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut a) Bagaimana Kerangka Hukum ETLE dalam penegakan lalu lintas? b) Bagaimana efektivitas penerapan ETLE di Purwokerto? [3:  Muhammad Syaifulloh, ‘Kapolri Melarang Tindakan Tilang Manual, Apa Itu ETLE?’, Tempo.Co, 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manualapa-itu-etle#:~:text=Mengutip laman ETLE Korlantas%2C electronic,dan ketertiban dalam lalu lintas> [accessed 12 December 2022].]  [4:  Chairul Muriman Setyabudi Charles Rio Valentine Pardede, Surya Nita, ‘Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang)’, Journal of Innovation Research and Knowledge, 1.8 (2022), 533–42 
<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1078>.a]  [5:  Mega Tetuko and Fransisca Romana Harjiyatni, ‘Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY)’, Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4.2 (2022) <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1743>.]  [6:  I Kadek Edy Sudarsa, ‘Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Klungkung)’, Jurnal Kertha Desa, 9.22 (2009), 53–63.]  [7:  F Salsabila, ‘Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri’, Publika, 6.2 (2018).]  [8:  Michael Hangga Wismabrata, ‘78 Pengendara Di Purwokerto Terjaring Tilang ETLE Di Hari Pertama, Ini Jenis Pelanggarannya’, Kompas.Com, 2021 
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/104926778/78-pengendara-di-purwokerto-terjaring-tilang-etle-di-hari-pertama-ini-jenis> [accessed 15 February 2023].] 

METODE
Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini mengambil lokasi di kawasan Purwokerto, Kabupaten Banyumas dikarenakan berdasarkan hasil pra penelitian menemukan bahwa Banyumas belum memiliki sarana prasarana kamera lalu lintas dengan model ANPR yang dapat mengidentifikasikan identitas kendaraan. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang disampaikan langsung oleh Staf tilang di Satlants Polresta Banyumas dan seksi menejemen lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang didapatkan melalui proses wawancara mendalam dengan metode snowball sampling. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer meliputi bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
Pemilihan subjek yang dijadikan informan telah dipertimbangan dengan rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Dalam penelitian ini, Satlantas Polresta Banyumas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dianggap memiliki relevansi dengan kebutuhan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang berusaha mengelaborasikan data yang ada ke dalam suatu pemaknaan secara simbolik tertentu sehingga dapat disajikan dengan uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
PEMBAHASAN
1. Kerangka Hukum ELTE Dalam Penegakan Lalu Lintas
ETLE merupakan kebijakan publik di bidang penegakan lalu lintas, yang masih belum memiliki pengaturan yang lengkap. Kebijakan ETLE di Indonesia diatur secara sistematis dari mulai UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja masing-masing Kapolres.[footnoteRef:9] Program kerja kepolisian dalam lalu lintas adalah mereduksi pelanggaran lalu lintas, Pelanggaran ini berkecenderungan mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sehingga ETLE diharapkan mampu mencegah pokok permasalahan dari kemacetan dan kecelakaan tersebut.[footnoteRef:10] Efektivitas penerapan ETLE apabila mengacu di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan penggunaan alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka regulasi ETLE diperlukan. Dengan demikian, model pengaturan regulasi terkait ETLE di Indonesia belum dirumuskan secara sistematis. Dengan demikian, model pengaturan regulasi terkait ETLE di Indonesia belum dirumuskan secara sistematis. [9:  Sulis Aditya and Andi Safriani, ‘Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas’, Alauddin Law Development Journal, 2.1 (2020), 74–80 <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13274>.]  [10:  Rahman Amin, Alfin Pratama, and Iren Manalu, ‘Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya’, KRTHA BHAYANGKARA, 14.2 (2020), 134–55 <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148>.] 
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ETLE di Indonesia belum memiliki peraturan secara spesifik. Peraturan tentang ETLE ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transasksi Elektronik, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.[footnoteRef:11] Untuk sistem bukti pelanggaran elektronik (ETLE) diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. ETLE juga belum diatur dalam Peraturan Kapolri.[footnoteRef:12] Dalam hal perbaikan mendasar undang-undang merupakan hal yang dapat dilakukan jika dalam implementasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik tetapi perlu adanya penambahan-penambahan yang penting.[footnoteRef:13] Karena hal tersebut ternjadi pelangaran pelanggaran. [11:  Mukti Sari and Arikha Saputra, ‘Implementasi Pemberlakuan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Polrestabes Semarang’, Jurnal Komunikasi Hukum, 2023.]  [12:  Amin, Pratama, and Manalu.]  [13:  Endah Syafitri and Dadang Mashur, ‘Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Envorcement (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru’, Cross-Border, 5.2 (2022), 1322–37.] 

Pengaturan ETLE yang tidak spesifik akan mengakibatkan masyarakat kurang memahami ETLE. Sistem ETLE merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimplementasikan teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.[footnoteRef:14] Tanpa implementasi ETLE yang baik maka upaya pencegahan praktek suap dalam tilang lalu lintas akan semakin sulit dilakukan.[footnoteRef:15] Regulasi memiliki peranan penting dalam efekfitifas ETLE karena aspek-aspek dalam efektifitasnya tidak hanya pada sarana-prasarana dan ketaatan masyarakat, tetapi juga aspek ketersediaan regulasi yang cukup.[footnoteRef:16] Regulasi terkait ETLE akan merefleksikan tentang kemampuan negara untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berlalu lintas.[footnoteRef:17] Peraturan ETLE yang lebih spesifik diperlukan agar tidak terdapat menimbulkan masalah dan pelanggaran lain. [14:  Charles Rio Valentine Pardede, Surya Nita.]  [15:  Fuadhi Faktawan and Izzy Al Kautsar, ‘Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)’, Wajah Hukum, 6.1 (2022), 86–97 <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>.]  [16:  Nanang Wahyu Wibowo, M Ezra Aminanto, and Lin Yola, ‘Evaluasi Penerapan E-Policing Dalam Program Tilang Elektronik (ETLE) Di Ruas Jalan Margonda Raya Kota Depok’, Focus, 3.2 (2022), 164–72 <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.970>.]  [17:  Arikha Saputra and others, ‘Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2022 <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43717>.] 

Ketiadaan regulasi yang spesifik tentang ETLE dapat mengakibatkan sulitnya semua komponen sosial kemasyarakatan untuk membangun budaya berlalu lintas yang lebih baik. Mengacu pada Stűfenbau Theory, Indonesia dominan menggunakan paradigma positivisme dalam bentuk tata peraturan yang tersusun dengan sistematis.[footnoteRef:18] Teori Stűfenbau juga menegaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Dalam suatu negara yang bersistem konstitusional harus ada "stứfenbau des recht", di mana ketentuan hukum seperti konstitusi yang berada di puncak piramida dari hierarki perundang-undangan itu tidak boleh dikesampingkan. Suatu peraturan akan sah apabila dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang menetapkannya dan didasarkan pada dan/atau tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang lama tetapi jika pembentukannya relatif lama justru tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan teori ini maka menjadi kewajaran tidak ditemukan regulasi teknis di Kepolisian tentang ETLE karena Undang-Undang pun belum mengatur ETLE dengan spesifik.  [18:  Ishaq Ishaq, ‘Hubungan Mazhab (Aliran) Hukum Positivisme Dengan Perkembangang Hukum Di Indonesia’, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 6.2 (2022), 31–47 <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1228>.] 

Kehadiran regulasi yang spesifik mengatur ETLE diperlukan mulai dalam bentuk undang-undang. Kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara.[footnoteRef:19] Dalam proses implementasi ETLE harus diimbangi dengan proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.[footnoteRef:20] Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau pada 2018 pelanggaran lalu lintas yang terjadi semakin meningkat, maka dilakukan Kegiatan gerakan sadar hukum dengan metode ceramah dan metode diskusi.[footnoteRef:21] Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan proses edukasi dan pengenalan kaidah-kaidah hukum khususnya tentang hukum lalu lintas kepada para siswa dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum.[footnoteRef:22] Tidak hanya perlunya kehadiran regulasi yang spesifik saja namun perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan yang sudah ada. [19:  Putera Astomo, ‘Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi’, Jurnal Konstitusi, 11.3 (2016), 577–99 <https://doi.org/10.31078/jk1139>.]  [20:  Syafitri and Mashur.]  [21:  Sri Riski, ‘Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas’, ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2020) <https://doi.org/10.57084/andasih.v1i02.459>.]  [22:  Sunaryo Sunaryo and others, ‘Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya’, Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.2 (2020), 155–64 
<https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.186>.] 

2. Efektivitas Penerapan ELTE di Purwokerto
Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Sehubungan dengan efektifitas penerapan ETLE di Purwokerto yang meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Selatan sudah diterapkan namun tidak berjalan secara efektif. menurut Soejono Soekanto, apabila sesorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mangatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.[footnoteRef:23] Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu: [23:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).] 

a. Faktor Hukum 
ETLE merupakan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan ketertiban lalu lintas. Sebagai suatu kebijakan yang telah dijalankan sejak tahun 2022 melaui surat telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 (Instruksi Kapolri) sampai dengan saat ini, ETLE telah diatur dalam beberapa peraturan. Berbagai peraturan yang telah diterbitkan di bidang lalu lintas, belum ada satu pun yang memiliki judul tentang ETLE, namun demikian peraturan yang ada relatif telah mengatur substansi tentang ETLE.
b. Faktor Penegak Hukum
Jumlah penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan dengan ETLE belum memadai dikarenakan tidak semua anggota satlantas memiliki otoritas untuk mengunggah data aplikasi “ETLE Nasional PRESISI” hanya anggota anggota tertentu yang sudah tersertifikasi dengan syarat: 1) Minimal di SATLANTAS 2 tahun, 2) sudah punya sertifikasi, telah mengikuti pendidikan kejuruan (DIKJUR) ke Serpong untuk E-TLE dan syarat lainnya, namun untuk memberikan data bukti pelanggaran semua anggota satlantas memiliki wewenang.
c. Faktor Sarana dan Fasillitas Hukum
Penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah ini belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu.[footnoteRef:24] Sampai saat ini terdapat lebih dari 40 APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) di seluruh Banyumas tetapi ketersediaan kamera ANPR baru sebatas 18 di titik. Untuk menjalankan E-TLE dianggap kurang memenuhi kriteria efektif karena tidak setiap persimpangan atau lampu lalu lintas terdapat CCTV dan kadang terhambat karena koneksi yang kurang baik. CCTV ada 2 macam: CCTV otomasi yakni CCTV yang otomatis memfoto pelanggaran-pelanggaran yang ada dan CCTV manual yakni CCTV yang merekam video dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di screenshot secara manual dan CCTV yang ada di Purwokerto adalah CCTV manual. Pelaksanaan nya ETLE sering terjadinya kesalahan server dan data error, sarana yang masih kurang, kurangnya pemahaman tentang ETLE.[footnoteRef:25] Pelanggaran penggunaan ponsel cenderung memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan pelanggaraan penggunaan sabuk pengamanan.[footnoteRef:26] Permasalahan lainnya yang timbul dari ETLE berkaitan dengan kepemilikan kenderaan, bahwa pelanggar belum tentu sama dengan pemilik kendaraan yang terdaftar.  [24:  Amin, Pratama, and Manalu.]  [25:  Juliadi, ‘Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)’, Jurnal Ilmiah, 2018.]  [26:  Juliadi.] 

ETLE menimbulkan dampak positif maupun negatif kepada kesadaran masyarakat berlalu lintas. Menurut informan, ETLE memungkinkan pengawasan lalu lintas bisa berlangsung selama 24 jam, ini artinya pengawasan tersebut melampaui kemampuan manusia. Hasil rekaman data ETLE menunjukkan pelanggaran penggunaan sabuk masih fluktuatif.[footnoteRef:27] Sehubungan dengan efektivitas ETLE, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan Teori Efektifitas hukum yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum Sendiri, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Fasalitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.[footnoteRef:28] Aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau penerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan ETLE.[footnoteRef:29] Penyebab lain terjadinya ketidakefektifan ETLE antara lain belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah atau aparat penegak hukum dan masyarakat.[footnoteRef:30] Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan ETLE adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. [27:  Revy Safitri, Muhammad Fahri, and Reza Arlianda, ‘Perilaku Berkendara Dampak Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Simpang Bersinyal Di Kota Pangkalpinang’, Bentang : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 11.1 (2023), 105–12 <https://doi.org/10.33558/bentang.v11i1.5684>.]  [28:  I Putu Budianayasa and I Gusti Ngurah Wairocana, ‘Efektivitas Standar Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011’, Journal Ilmu Hukum, 6.3 (2018), 1–15.]  [29:  M Irvan, H Thalib, and B Badaru, ‘Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan’, Journal of Lex Generalis (JLG), 3.7 (2022), 1229–40.]  [30:  Bagus Armanda, ‘Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum’, Jurnal Pelita Nusantara, 1.4 (2024), 477–81 <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.] 

Kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas harus linear dengan kebijakan penerapan ETLE. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui sosialisasi intensif seperti media cetak maupun media elektronik, disediakan juga sarana dan prasarana yang lebih mendukung seperti mesin electronik data capture (EDC) dan wifi portable.[footnoteRef:31] Melihat kondisi lalu lintas yang padat, perlunya memasang CCTV di titik-titik lokasi yang semestinya di pasangi CCTV.[footnoteRef:32] Masyarakat diharapkan lebih terbuka mengenai kemajuan teknologi sehingga mampu mengikuti regulasi hukum yang berbasis teknologi informasi.[footnoteRef:33] Harapannya, intensitas sosialisasi dan pemenuhan sarana prasarana dalam penyelenggaraan ETLE dapat linear dengan kesadaran berlalu lintas. [31:  Annisa Asri Aprillia, ‘Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas’, Advances in Police Science Research Journal, 4.1 (2020), 209–80.]  [32:  Aditya and Safriani.]  [33:  Komang Tarisa Felistyana Dewi and I Ketut Sudiarta, ‘Pengaturan Penggunaan Drone Untuk Patroli Batas Wilayah Negara Di Indonesia’, Jurnal Kertha Desa, 10.12 (2020), 1391–1402.] 

SIMPULAN
Tilang merupakan bukti pelanggaran lalu lintas yang diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan tilang secara elektonik atau ETLE belum diatur secara spesifik dalam kedua regulasi tersebut, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekaman kamera ANPR yang merupakan alat utama dalam ETLE dapat dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konstruksi ini telah dipahami oleh Informan di Satlantas Polresta Banyumas dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kehadiran ETLE memiliki urgensi untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang penegakan hukum dan mengurangi potensi pungutan liar dalam proses tilang. Di sisi lain, penyelenggaraan ETLE di kawasan Purwokerto dinilai belum efektif menurut semua faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Penyelenggaraan ETLE tersebut belum signifikan membangun kesadaran terbit belalu lintas di kawasan Purwokerto.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. ETLE harus diatur secara spesifik sehingga ketersediaan sarana dan prasarananya dapat dijamin difasilitasi oleh negara dan dipahami dengan lebih baik keberaadaannya bagi masyarakat secara meluas.Untuk membuat ETLE berdampak signigikan terhadap kesadaran berlalu lintas di kawasan Purwokerto, diperlukan beberapa cara antara lain memperbanyak dan meningkatkan sarana dan prasarana ETLE terutama Kamera ANPR, Satlantas Polresta Banyumas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran tertib berlalu lintas dan penggunaan ETLE dalam penindakan pelangggaran, masyarakat diharapkan berinisiatif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan memahami penegakan pelanggaran berbasis ETLE.
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